
SALINAN

BUPATI PACITAN 
PROVINSIJAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN 
NOMOR : 100.3.3.2/2/KPTS/408.12/2024

TENTANG

PENETAPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI
PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG 

DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Pacitan, 
perlu mengikutsertakan masyarakat miskin di Kabupaten 
Pacitan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang 
diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan 
Sosial (BPJS); ,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati 
Pacitan tentang Penetapan Kepesertaan Jaminan Kesehatan 
Nasional Bagi Penduduk Pekeija Bukan Penerima Upah dan 
Bukan Pekerja Yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- 
Undang;

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 
2015;

6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 
Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 64 Tahun 2020;



7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

Menetapkan
KESATU

KEDUA

2581/MENKES/PER/XII/2011, tentang Petunjuk Teknis 
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan 
Masyarakat;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan 
Masyarakat;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 
tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta 
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta 
Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja 
Dengan Manfaat Pelayanaan Di Ruang Perawatan Kelas III, 
Dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Bukan Penerima Upah Dan 
Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang 
Kelas III Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah 
Daerah;

11. Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2022 tentang 
Kepesertaan Program Jaminan Ksesehatan Di Kabupaten 
Pacitan;

12. Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2022 tentang Pedoman 
Verifikasi Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Pacitan;

13. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan 
Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 
2 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

: Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk 
Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekeija Yang 
didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal 03-01 - 2024

BUPATI PACITAN 
ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya 
lukum,

ISRANTO. S.Sos.. M.Si
Pembina Tingkat I 

NIP. 19690303 198903 1 006


